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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang selalu menghadapi suatu resiko, yakni suatu kerugian mengenai
diri dan harta bendanya, misalnya : kebakaran, kecelakaan, cacat, kematian dan
lain-lain, resiko ini disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat dipastikan terlebih
dahulu kapan terjadinya atau disebut peristiwa tak tentu, resiko ini biasanya
merupakan suatu kerugian besar.

Disinilah peranan asuransi atau pertanggungan sangat diperlukan yaitu guna
memindahkan resiko kepada penanggung atau perusahaan asuransi biaya kerugian
itu'. Resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian bila ada suatu kejadian di
luar kemampuan pihak yang bukan peserta asuransi menimpanya. Jadi tujuan
diadakannya asuransi adalah untuk menutupi suatu kerugian yang diderita,
sebagai akibat suatu peristiwa yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi
atau tidak®

Asuransi merupakan peradaban manusia, diciptakan guna  mengatasi
kesulitan manusia. Hal tersebut dimulai sebagai suatu gagasan untuk memperoleh
proteksi terhadap rasa tidak aman karena ketidakpastian yang selalu

mengikutinya. Apabila kepastian sudah diperoleh, maka manusia sudah merasa

! Radiks Purba, Memahami Asuransi di Indonesia, Pustaka Binaman, Jakarta, 1992
him..320 ’

? Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Internasa, Jakarta, 1981, him.4



terlindungi, artinya ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan yaitu adanya
proteksi.

Pengertian asuransi berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang adalah :

“Suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan'diri

kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan

penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan
dideritanya akibat dari suatu evenemen”.

Pengertian asuransi diperjelas lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang
No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, terdapat dalam pasal 1 ayat (1),
yaitu :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah

pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri

kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin terjadi

akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak

pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas

meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Dalam dunia usaha sekarang ini, asuransi sudah merupakan bentuk usaha
yang selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih
resiko dari tertanggung dengan harapan akan mendapatkan pembayaran premi.
Makin maju perekonomian suatu negara, makin tinggi kesadaran akan adanya

ancaman bahaya terhadap hak miliknya atau jiwa raganya, sehingga makin

berkembang pula perusahaan asuransi. Perkembangan pengetahuan dan kemajuan



teknologi mempengaruhi usaha asuransi, baik cara pengelolaan, seleksi resiko,
dan penyelesaian klaim.

Pada Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang secara tegas
menyatakan bahwa :

“Pertanggungan-pertanggungan itu antara lain dapat
mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-
hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa
orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam
pengangkutan di daratan, disungai-sungai dan perairan darat”.

Dari pasal ini, ditentukan dua jenis asuransi yaitu asuransi kerugian dan
asuransi jiwa. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Pasal 1
angka 1 disebutkan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua
pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada dua
pihak atau lebih dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian
kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan
diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya
seseorang yang ditanggungkan.

Dari pasal tersebut, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha
Perasuransi meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa selain itu secara eksplisit
meliputi juga asuransi untuk kepentingan pihak ketiga.

Sesuai dengan pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi

jiwa harus diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis,



walaupun fungsi polis bukan merupakan syarat adanya perjanjian pertanggungan.
Ketentuan ini dapat dilihat pada ketentuan pasal 257 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) dimana disebutkan perjanjian pertanggungan ada segera
setelah diadakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari penanggung
dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu bahkan sebelum polis
ditandatangani, ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi penanggung
untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan
menyerahkannya kepada si tertanggung.

Secara luas, asuransi sosial itu meliputi resiko-resiko sosial, resiko sosial
adalah segala resiko yang terdapat dalam masyarakat, asuransi sosial sering juga
disebut asuransi pemerintah karena diadakan dan diwajibkan oleh pemerintah
terhadap golongan-golongan masyarakat tertentu’.

Salah satu bentuk asuransi sosial yang diselenggarakan pemerintah adalah
asuransi kecelakaan publik diluar angkutan jalan raya yang diatur dalam Undang-
Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-ketentuan
Pelaksanaan Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Asuransi jenis ini dimaksudkan
untuk melindungi masyarakat terhadap kerugian-kerugian yang diderita karena
resiko-resiko yang disebabkan oleh bahaya-bahaya yang semakin hari semakin
meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi yang menimpa

masyarakat diluar penumpang angkutan umum.

3 A Hasyimi Ali, Bidang Usaha Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, him.135.



Dana yang akan menjadi ganti rugi pembayaran kerugian yang diderita
korban diambil dari masyarakat yang disebut dengan pembayar iuran, hal ini
disebabkan dalam pertanggungan wajib ini terjadi pengumpulan iuran wajib yang
menjadi suatu dana yang dikuasai oleh negara, iuran wajib ini dibayar oleh setiap
peserta pertanggungan sehingga peserta sebagai tertanggung disebut pembayar
iuran®.

Pembayaran iuran wajib oleh tertanggung dilakukan bersama-sama dengan
pembayaran biaya pajak kendaraan pribadi ataupun pengusaha/pemilik alat
angkutan yang bersangkutan, pengusaha atau pemilik alat angkutan harus
menyetor kepada perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk
menyelenggarakan asuransi kecelakaan penumpang dalam hal ini adalah PT
(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Dalam asuransi kecelakaan jalan raya, korban dari akibat penyelenggaraan
angkutan dari pemilik/pengusaha alat angkutan yang telah membayar iuran wajib
berkali-kali, suatu saat akan menerima sejumlah uang dari penanggung tersebut
sejumlah uang sebagai ganti rugi apabila ia mengalami kecelakaan sewaktu dalam
perjalanan, sedangkan mengenai jumlah atau besarnya ganti rugi sudah
ditentukan.

Oleh karena itu, bertolak pada peranan dan arti penting transportasi darat

maka timbul ancaman yang timbul dari kegiatan pengangkutan dalam hal ini alat

4 Ny. Emy Pan

garibuan Simanjuntak, SH, Pert. jib/Sosi 2
Nomord dae ST = 1] anggungan Wajib/Sosial Undang Undang

1964, Saksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta, Cet V, 1980, him.11



pengangkutan berupa Kereta Api, karena tidak ménutup kemungkinan terjadinya
korban yang menimpa para publik diluar pengguna jasa angkutan umum dan
dapat terjadi pada setiap orang bahkan kecelakaan itu dapat terjadi pada pihak
ketiga selain pengguna jasa angkutan kereta api. Maka dari itu perlu adanya
perlindungan hukum terhadap para korban kecelakaan kereta api yang terjadi
pada pihak ketiga, terutama berkaitan dengan upaya yang dilakukan ahli waris
korban yang mengajukan klaim pada pihak Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.

Namun demikian, perlu mendapatkan perhatian tersendiri mengenai
perlindungan terhadap korban kecelakaan tabrakan kereta api, terutama untuk
korban pihak ketiga dalam mengajukan klaim yang dapat dilakukan ahli waris
korban kecelakaan tabrakan kereta api sebagai alat angkutan lalu lintas jalan
terhadap pihak Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja, seperti mengenai sistem
tanggung jawab, dan batas waktu tanggung jawab dan proses penyesuaian
pemberian santunan. Karena didalam praktek dapat saja timbul permasalahan
hukum yang disebabkan oleh peristiwa kecelakaan itu. Maka untuk mengatasi
permasalahan hukum diatas perlu diselesaikan dalam hal ini bila ditinjau dari
aspek Hukum Asuransi.

Dengan adanya kenyataan sebagaimana diuraikan diatas, khususnya pada
asuransi kecelakaan menunjukkan posisi yang semakin penting pada masa
pembangunan dewasa ini. Maka penulis ingin mengkaji sebagai materi skripsi
dengan judul : “Analisis Perlindungan Korban Kecelakaan Tabrakan Kereta

Api (Ditinjau dari Aspek Hukum Asuransi)”.



B. Permasalahan
Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi
permasalahan adalah :
1. Bagaimanakah perlindungan korban kecelakaan tabrakan kereta api (ditinjau
dari aspek Hukum Asuransi) ?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian administratif jika terjadi kerugian

terhadap korban menurut Undang-Undang No. 34 tahun 1964 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Sejalan dengan judul skripsi, penulis membatasi ruang lingkup
pembahasannya yang berhubungan dengan asuransi dengan menganalisis sejauh
mana perlindungan hukum pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan tabrakan
kerta api, korban yang dimaksud disini adalah korban yang menderita luka-luka
akibat tabrakan kereta api. Dengan mengacu pada pokok pembahaan ini, penulis
ingin mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut bila ditinjau dari aspek hukum
asuransi dengan tidak menutup kemungkinan akan menyinggang pula hal-hal lain.
Maka agar pembahasan dalam skripsi ini lebih jelas dan lebih terarah, maka

dalam penguraiannya penulis hanya membahas masalah :
1. Perlindungan korban kecelakaan tabrakan kereta api (ditinjau dari aspek
Hukum Asuransi), hukum asuransi yang berhubungan dengan permasalahan

ini adalah Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No.
18 Tahun 1965.



2. Mekanisme penyelesaian administratif jika terjadi kerugian terhadap korban

menurut Und‘ang-Undang No. 34 tahun 1964 yang dilakukan dengan
mewawancarai pihak terkait yaitu PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa
Raharja.

Tujuan dalam penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui bagaimana perlindungan korban kecelakaan tabrakan
kereta api (ditinjau dari aspek Hukum Asuransi).
Untuk mengetahui mekanisme  penyelesaian administratif jika terjadi

kerugian terhadap korban menurut Undang-Undang No. 34 tahun 1964

D. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah tidak lepas dari persoalan dimana data

tersebut diperoleh dan bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan

permasalahan dalam penelitian ini.

1.

Tipe Penelitian

Untuk mendekati permasalahan yang akan dibahas, digunakan tipe penelitian
deskriptif , yaitu penelitian dengan metode péndekatan Yuridis Analitis.
Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini untuk mencapai hasil yang maksimal
sebagaimana di harapkan, maka diusahakan sedapat mungkin diperoleh data-

data dan informasi yang benar dan dapat dipercaya, terutama dalam hal ini



dengan mengkaji lebih dalam hukum asuransi. Untuk memperoleh data-data

dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Library Research (Penelitian Kepustakaan), penelitian kepustakaan ini
dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan teoritis
dengan cara mempelajari perundang-undangan, literatur-literatur dan
bahan-bahan resmi yang terdapat pada instansi pemerintah yang ada
hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi
ini.

b. Field Researh (Penelitian Lapangan), Penelitian lapangan ini
dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, dengan cara
mengumpulkan data atau keterangan yang diperlukan agar diperoleh data
yang lebih akurat. Data primer ini berasal dari tempat penelitian yaitu PT
(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

3. Responden

Penentuan responden dilakukan dengan purposive sampling yaitu pada PT

(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja cabang Palembang, dengan alasan

atau dasar pertimbangan bahwa perusahaan asuransi tersebut berwenang

untuk membayar dana kecelakaan lalu lintas jalan terhadap korban kecelakaan

diluar alat pengangkutan.
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4. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, maka data yang telah
diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu suatu analisis yang
mengkaji hasil penelitian dengan tidak menggunakan angka, tetapi dengan
melihat hubungan masing-masing data dengan tujuan penelitian dan pokok

bahasan yang akan diteliti.
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